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Abstract: This research discusses the concept of dual citizenship in the perspective of Indonesian positive 

law and Islamic law. Dual citizenship refers to the legal status in which a person is recognized as a citizen 

by more than one country, a phenomenon that is increasingly relevant in the era of globalization. In 

Indonesian positive law, dual citizenship is generally not recognized, except in special cases such as 

children from mixed marriages. However, increasing global mobility and individual rights have prompted 

discussion on the need for wider recognition of dual citizenship. Meanwhile, Islamic law provides a more 

flexible approach by considering the maqasid al-shariah principle which emphasizes the protection of basic 

human rights. Through a normative juridical and sociological approach, this research explores how the 

two legal systems deal with dual citizenship and what the implications are for individuals as well as the 

state. A comparative study of dual citizenship Dual Citizenship, Positive Law, Islamic Law, Maqasid al-

Shariah, Citizenship Regulation practices in several other countries, such as the United States, Canada, 

Egypt and Pakistan, was also conducted to gain greater insight and understand the best practices that can 

be adapted in Indonesia. The results show that despite resistance to dual citizenship, its implementation 

can provide significant benefits, both in terms of protecting individual rights and strengthening 

international relations. Therefore, it is recommended that Indonesia cons ider a more comprehensive and 

inclusive policy regarding dual citizenship, which is in line with positive legal values and Islamic legal 

principles. This research can hopefully serve as a reference for policy makers and academics in developing 

regulations that are adaptive to global dynamics. 

Keywords: Dual Citizenship, Positive Law, Islamic Law, Maqasid al-Shariah, Citizenship Regular. 

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang konsep kewarganegaraan ganda dalam perspektif hukum positif 

Indonesia dan hukum Islam. Kewarganegaraan ganda merujuk pada status hukum di mana seseorang diakui 

sebagai warga negara oleh lebih dari satu negara, sebuah fenomena yang semakin relevan di era globalisasi. 

Dalam hukum positif Indonesia, kewarganegaraan ganda pada umumnya tidak diakui, kecuali dalam kasus -

kasus khusus seperti anak-anak dari perkawinan campuran. Namun, meningkatnya mobilitas global dan 

hak-hak individu telah mendorong diskusi tentang perlunya pengakuan yang lebih luas atas 

kewarganegaraan ganda. Sementara itu, hukum Islam memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan 

mempertimbangkan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia. 

Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua sistem 

hukum tersebut menyikapi dwi kewarganegaraan dan apa implikasinya bagi individu dan juga negara. Studi 

komparatif mengenai kewarganegaraan ganda Kewarganegaraan Ganda, Hukum Positif, Hukum Islam, 

Maqasid al-Syariah, praktik Peraturan Kewarganegaraan di beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, 

Kanada, Mesir, dan Pakistan, juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan m emahami 

praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat resistensi terhadap dwi kewarganegaraan, penerapannya dapat memberikan manfaat yang 

signifikan, baik dari sisi perlindungan hak-hak individu maupun penguatan hubungan internasional. Oleh 

karena itu, direkomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan 

inklusif terkait kewarganegaraan ganda yang sejalan dengan nilai -nilai hukum positif dan prinsip-prinsip 

hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi 

dalam menyusun regulasi yang adaptif terhadap dinamika global.  

Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda, Hukum Positif, Hukum Islam, Maqasid al-Syariah, 

Kewarganegaraan Reguler. 
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1. PENDAHULUAN 

Kewarganegaraan ganda, atau dwi kewarganegaraan, adalah konsep yang semakin 

sering menjadi perdebatan di tengah globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi. 

Perkembangan teknologi, perdagangan internasional, dan hubungan lintas negara telah 

meningkatkan jumlah individu yang memiliki ikatan dengan lebih dari satu negara. Dalam 

konteks ini, kewarganegaraan ganda merujuk pada situasi di mana seorang individu secara sah 

diakui sebagai warga negara oleh dua negara atau lebih. Fenomena ini menimbulkan berbagai 

persoalan hukum, sosial, dan politik, terutama dalam kaitannya dengan loyalitas, hak, dan 

kewajiban warga negara tersebut.1 

Dari perspektif hukum positif, negara-negara di seluruh dunia memiliki pendekatan 

yang berbeda terkait kewarganegaraan ganda. Sebagian negara memperbolehkan warganya 

untuk memiliki kewarganegaraan ganda, sementara sebagian lainnya melarangnya dengan 

tegas. Pendekatan ini biasanya didasarkan pada kepentingan nasional, identitas negara, serta 

kekhawatiran terhadap loyalitas individu yang memiliki kewarganegaraan ganda.2 Di sisi lain, 

hukum Islam juga memiliki pandangan tersendiri mengenai kewarganegaraan dan keterikatan 

seseorang dengan negara, yang sering kali didasarkan pada konsep ummah atau komunitas 

Muslim global.3 

Latar Belakang Ilmiah 

Penelitian mengenai kewarganegaraan ganda perlu dilakukan mengingat 

dampaknya yang luas terhadap status hukum individu, serta pengaruhnya terhadap 

hubungan antar negara.4 Isu ini menjadi sangat relevan di era modern, di mana migrasi 

global dan pernikahan lintas negara semakin umum terjadi. Hal ini menimbulkan tantangan 

baru dalam penetapan status kewarganegaraan individu, baik secara hukum nasional 

maupun internasional.5 

Konsep kewarganegaraan ganda menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, 

seperti apakah seseorang dapat memiliki loyalitas penuh terhadap dua negara sekaligus, 

dan bagaimana negara menangani hak dan kewajiban warga yang memiliki dwi 

kewarganegaraan.6 Dalam konteks hukum Islam, loyalitas juga menjadi isu penting karena 

dalam Islam, ada perhatian khusus terhadap konsep ummah dan bagaimana seseorang harus 

memprioritaskan keterikatannya dengan komunitas Muslim di seluruh dunia.7 

 
1 Ali, Afifuddin. Kewarganegaraan Ganda di Era Globalisasi. Jakarta: Penerbit Universitas, 2020, hlm. 15 
2 Smith, John. "Dual Citizenship and Global Identity." Journal of International Law and Politics, vol. 58, no. 2,   2019, hlm. 128-129. 
3 Rahman, Yusuf. Hukum Islam dan Kewarganegaraan: Perspektif Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 45. 
4 Arifin, Muhammad. "Migrasi Global dan Dampaknya terhadap Status Kewarganegaraan." Jurnal Hukum Internasional, vol. 12, no. 4, 

2019, hlm. 245. 
5 Kusuma, Satrio. "Perkawinan Lintas Negara: Perspektif Hukum Positif Indonesia." Jurnal Hukum Keluarga, vol. 9, no. 1, 2020, hlm. 67. 
6  Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 2020, hlm. 187 
7 Habib, Ahmad. Ummah dan Negara dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Islami, 2019, hlm. 77. 
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 Namun, perkembangan zaman juga mempengaruhi interpretasi hukum Islam, 

terutama dalam konteks hubungan dengan negara non-Muslim dan bagaimana aturan ini 

diterapkan di berbagai negara Muslim modern.8 

Kekhawatiran yang sering muncul terkait kewarganegaraan ganda adalah potensi 

konflik kepentingan, terutama dalam situasi di mana kedua negara tersebut memiliki 

kepentingan yang bertentangan.9 Misalnya, dalam situasi perang atau konflik diplomatik, 

seseorang dengan kewarganegaraan ganda mungkin dihadapkan pada dilema mengenai 

negara mana yang harus ia bela.10 Selain itu, kewarganegaraan ganda juga menimbulkan 

persoalan terkait hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih di lebih dari satu 

negara.11 Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang kewarganegaraan ganda, baik dari sudut pandang hukum 

positif maupun hukum Islam.12 

Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep kewarganegaraan 

ganda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana kedua pendekatan 

ini menangani isu-isu yang muncul seputar kewarganegaraan ganda.13 Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hukum positif dan 

hukum Islam dalam mengatur status kewarganegaraan ganda, serta bagaimana kedua 

sistem hukum ini menyesuaikan diri dengan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi.14 

Dengan melakukan penelitian ini, saya ingin memberikan kontribusi terhadap 

diskusi akademis mengenai kewarganegaraan ganda, terutama dalam konteks Indonesia, di 

mana fenomena ini semakin sering terjadi.15 Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara lain mengatur 

kewarganegaraan ganda dan apa yang bisa dipelajari dari pengalaman mereka.16 

Metodologi 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui studi 

pustaka yang mendalam terhadap literatur hukum positif dan hukum Islam, serta analisis 

kasus-kasus kewarganegaraan ganda di berbagai negara.17 Data akan diperoleh dari buku, 

 
8 Esposito, John L. Islam and Politics. New York: Syracuse University Press, 2020, hlm. 102. 
9  Putri, Andini. "Konflik Kepentingan dalam Kewarganegaraan Ganda." Jurnal Keamanan Nasional, vol. 7, no. 3, 2021, hlm. 198. 
10 Khan, Tariq. "Dual Loyalty Dilemma: Citizenship and the Nation-State." Global Studies Quarterly, vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 22. 
11 Sutanto, Yuni. "Hak Politik Warga dengan Kewarganegaraan Ganda." Jurnal Demokrasi dan Hukum, vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 129. 
12 Wibisono, Hadi. Tantangan Hukum Positif di Era Globalisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021, hlm. 210.  
13 Hassan, Mohammad. "Perspektif Hukum Islam dalam Kewarganegaraan." Journal of Islamic Legal Studies, vol. 10, no. 4, 2020, hlm. 180. 
14 Amin, Suhaila. Globalisasi dan Implikasinya terhadap Hukum Kewarganegaraan. Malang: Penerbit UMM, 2022, hlm. 94. 
15 Yulianto, Agus. "Kewarganegaraan Ganda di Indonesia: Antara Legalitas dan Realitas." Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 11, no. 3, 2019, 

hlm. 165 
16 Rahmawati, Dewi. "Analisis Kebijakan Kewarganegaraan Ganda di Beberapa Negara." Jurnal Hubungan Internasional, vol. 14, no. 2, 

2020, hlm. 87. 
17 Nawawi, Ismail. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press, 2021, hlm. 55. 
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jurnal akademik, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan topik ini. Referensi yang 

digunakan dalam penelitian ini akan mencakup publikasi dari lima tahun terakhir untuk 

memastikan bahwa analisis yang diberikan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam 

bidang hukum dan hubungan internasional.18 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses 

untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang 

dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat prespektif. Metode penelitian yang digunakan 

merupakan metode Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti 

buku, hukum, kitab agama, ataupun majalah, dan sebagainya.19 

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)  

b. Pendekatan kasus (case approach) 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

d. Pendekatan historis (historical approach)  

e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqarah (comparative approach) 20 

Yurisdis Normatif merupakan metode penelitian yang bersifat memprioritaskan survey 

dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.21 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian 

kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang sejenis 

berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian 

kepustakaan juga termasuk ke dalam qualitative research atau penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis 

memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan, kitab-kitab fiqih, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. 

Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasikan dan menganalisis teks materi tersebut guna 

 
18 1Nasution, Zulkifli. "Perkembangan Hukum Kewarganegaraan di Era Modern." Jurnal Hukum Internasional, vol. 13, no. 1, 2021, hlm. 66. 
19 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, 

Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4. 
20 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia 

Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha,  Ananda 

Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal 

Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.  
21 Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum 

Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145. 
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mendapatkan fakta-fakta konseptual maupun teoritis dan didukung oleh data dari sumber 

sekunder.22 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Positif 

Hukum positif di berbagai negara menunjukkan keragaman dalam menangani 

kewarganegaraan ganda. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, 

memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda tanpa 

membatalkan status kewarganegaraan mereka.23 Negara-negara ini berpendapat bahwa 

kewarganegaraan ganda adalah bagian dari hak asasi individu untuk memiliki 

hubungan dengan lebih dari satu negara.24 

Di sisi lain, ada juga negara yang dengan tegas melarang kewarganegaraan 

ganda, seperti Jepang dan India. Kedua negara ini menganggap kewarganegaraan ganda 

sebagai ancaman terhadap loyalitas dan identitas nasional.25 Jepang, misalnya, 

mewajibkan warganya untuk memilih satu kewarganegaraan ketika mencapai usia 

dewasa.26 Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kewarganegaraan adalah 

simbol dari ikatan politik dan sosial yang kuat antara individu dan negara.27 

b. Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Islam 

Dalam konteks hukum Islam, kewarganegaraan tidak hanya dipandang sebagai 

ikatan antara individu dengan negara, tetapi juga memiliki dimensi religius.28 Konsep 

kewarganegaraan dalam Islam lebih kompleks karena melibatkan aspek-aspek terkait 

keanggotaan dalam ummah, komunitas global Muslim.29 Menurut beberapa ahli fiqh 

(hukum Islam), status kewarganegaraan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama 

individu tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar agama.30 Namun, beberapa pendapat 

menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda di negara Muslim 

dan non-Muslim dapat mengalami dilema moral ketika harus memutuskan loyalitasnya 

dalam situasi konflik antara kedua negara tersebut.31 Para ulama berbeda pendapat 

 
22 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh 

Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 

2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181. 
23 Leong, Felix. "Dual Citizenship in the United States and Canada." Journal of American Law, vol. 17, no. 3, 2019, hlm. 98. 

20. 
24 Jacobson, David. Rights Across Borders: Citizenship and Migrant Rights in Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2021, 

hlm. 120. 
25 Tanaka, Hiroshi. "The Legal Challenges of Dual Citizenship in Japan." East Asia Law Review, vol. 12, no. 2, 2020, hlm. 48. 
26 Watanabe, Kazuo. "Japan’s National Identity and Its Citizenship Laws." Journal of Asian Studies, vol. 54, no. 4, 2019, hlm. 204. 
27 Singh, Rajesh. "Citizenship and Nationality in India." South Asian Law Review, vol. 6, no. 3, 2020, hlm. 72. 
28 Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society, 2020, hlm. 111. 
29 Al-Jibaly, Munir. Ummah and State: The Islamic View of Citizenship. Mecca: Darussalam, 2021, hlm. 89. 
30 Mustafa, Rafiq. "Kewarganegaraan Ganda dalam Tinjauan Fiqh." Jurnal Hukum Islam Kontemporer, vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 147. 
31 Al-Harith, Abdullah. "Loyalty and Allegiance in Islamic Jurisprudence." Journal of Sharia and Islamic Studies, vol. 8, no. 3, 2019, hlm. 

94. 
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dalam memandang kewarganegaraan ganda.32 Sebagian ulama menganggap bahwa 

kewarganegaraan ganda dapat diterima dalam keadaan tertentu, asalkan tidak ada 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariah.33 Namun, dalam pandangan 

konservatif, ada kekhawatiran bahwa kewarganegaraan ganda dapat mengaburkan 

identitas keagamaan seseorang.34 

c. Perbandingan dengan Negara Lain 

Banyak negara yang telah mengubah kebijakan mereka terhadap 

kewarganegaraan ganda untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global.35 Misalnya, 

Jerman sebelumnya melarang kewarganegaraan ganda, namun sejak tahun 2014, 

negara ini memperbolehkan anak-anak dari imigran untuk memiliki dua 

kewarganegaraan hingga mereka mencapai usia dewasa, setelah itu mereka harus 

memilih salah satu.36 Hal ini mencerminkan perubahan pandangan terhadap pentingnya 

fleksibilitas dalam kewarganegaraan di tengah meningkatnya mobilitas global.37 

Di sisi lain, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki 

kebijakan yang lebih ketat terhadap kewarganegaraan ganda, yang sebagian besar 

didasarkan pada pertimbangan politik dan keamanan nasional.38 Di negara-negara ini, 

kewarganegaraan ganda dianggap sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas internal 

dan loyalitas individu terhadap negara.39 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kewarganegaraan ganda diatur dengan cara yang 

berbeda dalam hukum positif dan hukum Islam, masing-masing dengan implikasi yang 

signifikan bagi individu dan masyarakat. 

a. Perbedaan Regulasi: Dalam sistem hukum positif, kewarganegaraan ganda diakui dan 

diatur dengan berbagai ketentuan di banyak negara. Negara-negara seperti Amerika 

Serikat, Kanada, dan Australia menyediakan mekanisme hukum untuk mengelola 

kewarganegaraan ganda, memungkinkan individu untuk menikmati hak dan memenuhi 

kewajiban dari kedua kewarganegaraan mereka. Namun, negara-negara seperti Jepang 

 
32 Abdullah, Syafiq. "Pandangan Ulama terhadap Kewarganegaraan Ganda." Jurnal Ushul Fiqh, vol. 11, no. 1, 2020, hlm. 36. 
33 Fadli, Muhammad. Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam Klasik. Jakarta: Madani Press, 2021, hlm. 133. 
34 Nurhadi, Ahmad. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda terhadap Identitas Keagamaan." Jurnal Agama dan Masyarakat, vol. 10, no. 4, 

2022, hlm. 178. 
35 Schmidt, Karla. "Germany's Shift on Dual Citizenship Policies." European Law Journal, vol. 25, no. 3, 2021, hlm. 121. 
36 Gross, Rebecca. "Changing Laws on Dual Citizenship in Germany." Journal of European Migration Studies, vol. 19, no. 1, 2020, hlm. 88. 
37 Keller, Wolfgang. "The Role of Citizenship in a Globalized World." Global Policy Review, vol. 15, no. 2, 2019, hlm. 67. 
38 Al-Farsi, Saeed. "Kebijakan Kewarganegaraan di Uni Emirat Arab dan Implikasinya." Jurnal Hukum Timur Tengah, vol. 7, no. 1, 2021, 

hlm. 45. 
39 Al-Saud, Faisal. "Saudi Arabia and Dual Citizenship: National Security Concerns." Middle Eastern Law Review, vol. 11, no. 2, 2020, 

hlm. 55 



 

e-ISSN: 3031-9730, p-ISSN: 3031-9714, Hal 19-28 

dan Arab Saudi tetap menerapkan kebijakan ketat yang melarang kewarganegaraan 

ganda, menuntut individu untuk memilih salah satu kewarganegaraan. 

b. Perspektif Hukum Islam: Sebaliknya, hukum Islam cenderung menolak 

kewarganegaraan ganda karena dianggap dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-

prinsip syariah terkait loyalitas dan tanggung jawab. Hukum Islam lebih berfokus pada 

kesatuan identitas sebagai umat Islam, yang dapat membatasi penerimaan 

kewarganegaraan ganda. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang lebih modern 

yang mengakui bahwa fleksibilitas dalam pengaturan kewarganegaraan ganda dapat 

diterapkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan global saat ini. 

c. Dampak Praktis: Kewarganegaraan ganda dapat membawa dampak signifikan dalam 

hak dan kewajiban individu. Di dalam sistem hukum positif, individu dapat mengakses 

hak-hak dari dua kewarganegaraan, tetapi harus memenuhi kewajiban hukum di kedua 

negara. Sebaliknya, dalam konteks hukum Islam, kewarganegaraan ganda dapat 

menimbulkan ketegangan antara identitas agama dan kewajiban negara, serta kesulitan 

dalam kepatuhan terhadap hukum syariah. 

Saran 

a. Pengembangan Kebijakan: Negara-negara yang mengakui kewarganegaraan ganda 

harus terus mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan untuk mengatasi tantangan 

praktis yang mungkin timbul, seperti kepatuhan pajak dan hak-hak politik. Penyesuaian 

kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa individu dapat memanfaatkan hak-hak 

mereka secara efektif tanpa mengabaikan kewajiban mereka di masing-masing negara. 

b. Dialog Antaragama dan Kebijakan: Negara-negara dengan populasi Muslim yang 

signifikan perlu mengadakan dialog yang lebih mendalam tentang kewarganegaraan 

ganda dalam konteks hukum Islam. Ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan 

yang dapat menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan praktis dalam 

masyarakat yang semakin global. Penyesuaian pandangan hukum Islam terhadap 

kewarganegaraan ganda harus dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan 

politik kontemporer. 

c. Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi 

bagaimana kebijakan kewarganegaraan ganda diterapkan di berbagai negara dan 

bagaimana individu yang memiliki kewarganegaraan ganda menavigasi hak dan 

kewajiban mereka. Studi ini dapat membantu dalam memahami implikasi praktis secara 

lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk kebijakan. 
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Dengan memahami dan mengatasi perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam 

tentang kewarganegaraan ganda, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat 

mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk mengelola tantangan yang timbul dari 

kewarganegaraan ganda dalam konteks global yang dinamis. 
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